
 

 

 
BUPATI PASANGKAYU 

PROVINSI SULAWESI BARAT  

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU 
NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  

NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG 

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASANGKAYU, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati 

Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang  

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah perlu penyesuaian dengan perubahan kondisi 

perekonomian yang berdampak terhadap kenaikan 

harga, sehinggan dilakukan perubahan; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 20 17 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

SALINAN 



 

 

  2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270; 

  3.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesai Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  6.  Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4422); 

  7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 



 

 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 

Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 

6057); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi 

Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6175); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah Serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 



 

 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

  15.  Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju 

Utara 157); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30 TAHUN 

20 17 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 2 TAHUN 

2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara 

Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 

30) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 

menyediakan rumah negara yang layak bagi Pimpinan 

DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

perumahan.   

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 

menyediakan rumah negara yang layak bagi Anggota 



 

 

DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

perumahan.   

(3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap 

bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 

sumpah/janji. 

(4) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan 

asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga 

setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan 

lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

(5) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus 

sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang 

berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja 

listrik, air, gas, dan telepon.   

(6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang 

diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan 

perumahan.   

(7) Kepada Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan 

Perumahan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima 

Ratus Ribu Rupiah) per bulan. 

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:   

Pasal 22 

Kepada Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan 

Transportasi sebesar Rp. 13.250.000,- (Tiga Belas Juta Dua 

Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) per bulan. 

3. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36A 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 ayat (7) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana 



 

 

dimaksud dalam Pasal 22 dibayarkan terhitung sejak bulan 

Januari tahun 2022. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. 

  
Paraf Koordinasi  Ditetapkan di Pasangkayu 

pada tanggal 3 Februari 2022 

BUPATI PASANGKAYU, 

            ttd. 

YAUMIL AMBO DJIWA 

No. Jabatan Paraf 

1.  Sekretaris Daerah  

2.  Asisten Pemerintahan dan Kesra  

3.  Kepala PD Pengusul  

4.  Kabag Hukum   

5.  
Subkoordinator Perundang-
Undangan 

 

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 3 Februari 2022 

 SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN PASANGKAYU,  

 ttd. 

 FIRMAN  

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 1 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
                                 
               ttd 
 

 MULYADI, SH 
 Pangkat : Pembina/IV.a 
 Nip. 19791115 200804 1 001 


